
4. Peraturan .

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat n dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RepubJik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Mengingat

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu mengganti Peraturan Walikota Palembang
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian
dan Pengembangan Adat Istiadat serta Pembentukan
Lembaga Adat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Palembang ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan,
Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat serta
Pembentukan Lembaga Adat;

Menimbang

WALIKOTAPALEMBANG.

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PELAKSANAANPERATURANDAERAHKOTAPALEMBANGNOMOR9 TAHUN2009
TENTANGPEMBERDAYAAN,PELESTARlANDANPENGEMBANQANADATISTIADAT

SERTAPEMBENTUKANLEMBAGAADAT

PERATURANWALIKOTAPALEMBANQ

NOMOR I~ TAHUN2017

TENTANG

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN



d. Asisten .

Menugaskan kepada:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

Pasal2

Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palembang.
3. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat adalah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Palembang.

4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten
Perekonomian dan Pembangunan SekretaI"isDaerah Kota
Palembang.

5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi
Umum Sekretaris Daerah KotaPalembang.

6. Kepala Dinas Kebudayaan adalah Kepala Dinas
Kebudayaan Kota Palembang.

7. Kepala Bagian Pemerintahan adalah Kepala Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palernbang,

8. Kepala Bagian Administrasi Keuangan adalah Kepala
Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Palembang.

9. Carnat adalah Carnat di Iingkungan Pemerintah Kota
Palcmbang.

10. Lurah adalah Lurah di Iingkungan Pemerintah Kota
palembang.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PERATURANDAERAHKOTAPALEMBANGNOMOR9 TAHUN
2009 TENTANG PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGANADAT ISTIADATSERTA PEMBENTUKAN
LEMBAGAADAT

MEMUTUSKAN:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
tentang pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam
Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

6. Perturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pemberdayaan, Pelcstarian dan Pengembangan Adat
Istiadat serta Pembentukan Lembaga Adat (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 9);

7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2016
ten tang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kcrja Dinas Kebudayaan Kota Palembang (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor63);

Menetapkan



HAROBINMASTOFA
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Diundangkan di Palcmbang
pada tanggal .I. l'-tare.t 2017
SEKRETARISDAERAHKOTAPALEMBANG,

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal l Mare -t 2017

~ALJKOTAfALEMBANG,.

~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kola Palembang.

PasalS

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota mi rnaka
Pcraturan Walikota Palembang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9
Tahun 2009 tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan
Pengembangan Adat lstiadat serta Pembentukan Lembaga
Adat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa! 4

Pasal 3

Berdasarkan tugas dan fungsinya Walikota menunjuk Dinas
Kebudayaan unruk melaksanakan pemberdayaan, pelestarian
dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kota
Palembang.

d. Asisten Administrasi Umum;
e. Kepala Dinas Kebudayaan;
f. Kepala Bagian Pemerintahan;
g. Kepala Bagian Administrasi Keuangan;
h. Carnat; dan
i. Lurah;
untuk mclaksanakan Peraturan Daerah Kola Palembang
Nomor 9 Tahun 2009 tcntang Pemberdayaan, Pelcstarian dan
Pengembangan Adat Istiadat serta Pembentukan Lembaga
Adat.




